
 
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR 

NOMOR    37    TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian pasca Covid-19 

dan untuk mengoptimalkan upaya penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta memperhatikan 

kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan suatu kebijakan 
dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam 
melunasi utang pajaknya melalui pengurangan pokok piutang 

dan penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan  

keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan 
pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi pajak dengan 

memperhatikan kondisi wajib pajak; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan, serta pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, 
perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar  

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Banjar; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Banjar; 
 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 

(Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung 
Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Rerpublik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6621); 



- 3 - 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan 
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6881); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 

Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4); 

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita  Daerah Kabupaten 
Banjar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 
44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2022 Nomor 44); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK 
TEKNIS PELAKSANAAN  PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANJAR.  
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Pasal I 
 

Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 
5), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banjar:  

a. Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 
Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 70); 

dan 

b. Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 

2022 Nomor 44), 

diubah sebagai berikut: 

1. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni 

Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C, Pasal 30D, dan Pasal 30E sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 30A 

 
(1)  Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan 

pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2)  Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan 

pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi PBB yang diberikan 
secara jabatan oleh Bupati  dengan  memperhatikan kondisi 
Wajib Pajak dan/atau objek Pajak. 

(3)  Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak  atau tingkat 

likuiditas Wajib Pajak maupun faktor lain yang ditentukan 
Bupati. 

(4)  Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

sedikit berupa: 

a.   lahan pertanian yang sangat terbatas; 

b.   tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari 

golongan tertentu; dan 

c.   nilai Objek Pajak sampai dengan batas  tertentu, dan Objek 

Pajak yang terdampak bencana  alam, kebakaran, huru-hara, 
dan/atau kerusuhan. 

 

Pasal 30B 
 

Faktor lain yang ditentukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30A ayat (3)  meliputi: 

a. pemulihan perekonomian akibat wabah penyakit  Covid 19, 
bencana alam dan/atau non alam; 

b. mengoptimalkan upaya penerimaan PBB; 



- 5 - 

c. peningkatan partisipasi Wajib Pajak PBB dalam membayar 
pajak;  dan/atau  

d. mengoptimalkan upaya penyelesaian piutang pajak akibat 
tunggakan PBB. 

 
Pasal 30C 

 

Besaran dan waktu pelaksanaan pemberian keringanan, 
pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau 
sanksi PBB yang diberikan secara jabatan oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30A ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.  

 
Pasal 30D  

 

Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran 
atas pokok dan/atau sanksi PBB diberikan secara otomatis melalui 
SISMIOP.  

 
Pasal 30E  

 
Badan melakukan proses pemberian keringanan, pengurangan, dan 
pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi PBB melalui 

pejabat yang ditunjuk. 
 

Pasal 30F 
 

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30E, 

melakukan tugas sebagai berikut:  

a. menginventarisir piutang PBB; 

b. melakukan rekonsiliasi hasil inventarisasi piutang PBB 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh Kepala Bidang 
Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan Daerah  bersama 

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; 

c. melaporkan hasil rekonsiliasi piutang PBB sebagaimana 
dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan; 

dan 

d. melakukan penyesuaian pengurangan atas pokok piutang 

ketetapan PBB dengan cara mengalikan pokok piutang PBB 
pada setiap tahun pajak dengan besaran pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30D pada SISMIOP. 

 
2. Di antara Pasal 50A dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni 

Pasal 50B sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 50B 

  
(1) Wajib Pajak yang telah diberikan pengurangan atas pokok 

piutang ketetapan PBB dan penghapusan sanksi administratif 

piutang PBB berdasarkan Peraturan Bupati ini, tidak dapat 
mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban 

pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
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(2) Wajib Pajak yang telah diberikan angsuran atau penundaan 
kewajiban pembayaran PBB sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dapat diberikan pengurangan atas 
pokok piutang ketetapan dan pemberian penghapusan sanksi 

administratif piutang PBB berdasarkan Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banjar. 
 

                 Ditetapkan di Martapura 

      pada tanggal 18 September 2023 
 

       BUPATI BANJAR, 

 

                  Ttd 

 
       SAIDI MANSYUR 

Diundangkan di Martapura  

pada tanggal 18 September 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

 

    Ttd 
 

                   MOKHAMAD HILMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 37 
 

 
 


